SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG SERTA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan,;

b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 serta untuk menjaga Stabilitas
Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2020, perlu adanya Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tapanuli Selatan Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti
Uang serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung Bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan
huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkannya
dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

-3 s

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12y,

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
2019 Nomor 302, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 32);
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21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli
Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 920).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI
SELATAN NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
BESARAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG SERTA SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN LANGSUNG BAGI SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 53 Tahun
2019 tentang Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Serta Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor
890) diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Tetap

(2) Tetap

(3) Tetap

(4) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabila Surat Pertanggungjawaban penggunaan UP  telah disampaikan
dan/atau dipertanggungjawabkan kepada PPKD sekurang-kurangnya 60%
(enam puluh persen) dan setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari
besaran UP yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penetapan
Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Dan Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Serta Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun Anggaran 2020, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini.



- 5-

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,
ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
ttd

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 926

Salmﬁ&gmg dengan aslinya
b \
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